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PERATURAN 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR KEP. 03 TAHUN 2012 
TENTANG 

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN 
PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : bahwa guna terciptanya tertib administrasi dalam 
pelaksanaan pengajuan kenaikan pangkat bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika maka perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan 
Pengajuan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5058); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 

6 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil; 

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor D.26-
30/V-4-6/99 tanggal, 6 Januari 2010 perihal Batas 
Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil;  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA 
TETAP PELAKSANAAN PENGAJUAN KENAIKAN 
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, 
DAN GEOFISIKA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika. 

2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian 
susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi 
kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. 

4. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 
tanpa terikat pada jabatan. 

5. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang 
tinggi. 

6. Kenaikan pangkat anumerta adalah penghargaan bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang dinyatakan meninggal dunia dalam tugas. 

7. Kenaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan yang diberikan 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat 
dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun. 

BAB II 

PERIODE DAN BATAS WAKTU 
PENYAMPAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 2 

(1) Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan 
pangkat: 
a. reguler; dan 
b. pilihan. 

(2) Selain kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdapat kenaikan pangkat: 
a. anumerta; dan 
b. pengabdian. 
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